
LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 11 TAHUN : 2000 SERI : B NOMOR: I

PEMBRINTAII KOTA SURAKARTA
PERATURAN DAERAII KOTA ST,,RAKARTA

NOMOR 4 TAHUI\ 2OOO

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAIIA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

\lengingat : 1.

b .

WALIKOTA SURAKARTA

bahwa dengan ditetapkannya Undang_Undang Nomor l g
Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka Retribusi Penjualan produksi Usaha Daerah ditetap_
kan menjadi Retribusi Daerah;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diterbit_
kan Peraturan Daerah rentang Retribusi penjualan produksi
Usaha Daerah.

Undang-Undang Nomor l6 Tahun 1950 tentang pembentuk_
an Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istlme_
wa Yogyakarta:
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2. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambah-

an Lembaran Negara Nomor 3209 );

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dae-

rah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun i 997

Nomor4l, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah-

an Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tam-

bahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pe-

laksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahunl98l tentang

Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981

Nomor 6. Tambahan Lembaran NegaraNomor 3258 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retri-

busi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

7. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 4 Tahun 1997 ten-

tang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerin-

tah Daerah;

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Peme-

rintah Dan KePutusan Presiden;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor I-14 Tahun 1997

tentang Pedoman TataCara Pemungutan Retribusi Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retri-

busiDaerah:

Dengan Persetujuan

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTASURAKARTA
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I }TEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KorA SURAKARTA TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I

KTTENITUAN UMUM

asal 1

Yang dimaksud didalam Peraturan Daerah ini :

a. Daerah adalah Wilayah Kota Surakarta;

b. Walikota adalah Walikota Surakar,a:

c. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Surakarta;
d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegarvai yang diberi tugas rerrentu dibidang

Retribusi Daeiah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku:
e. wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurur peraruran per-

undang-undangan Retribusi diwaj ibkan untuk melakukan pembayaran retri-
busi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

t-. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha vang meiiputi perseoran terbaras,
perseroan komanri i ter,  perseroan lainnva, badan usaha mil ik negara atau
daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan. perkumpulan. firma,
kongsi. koperasi. :vayasan atau organisasi yang sejenis. lembaga dana pen-
siun, bentuk usahatetap serta bentuk badan usaha lainnya;

g. Penjualan Produksi usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pe-
merintah Daerah. antara lain : bibit tanaman, bibit temak, benih ikan, dan hasil
produksi usaha daerah lainnya;

h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut retri-
busi adalah PunEuran Daerah atas penjualan produksi usaha daerah;

i .  Retr ibusi  Jasa Usaha adalah Retr ibusi  atas jasa yarre disediakan oleh Peme-
r in tah  Daerah denqan menq.anur  p r ins ip  komers ia l  karena pada dasarnva
dapat pula disediakan oleh Perusahaan Daerah dan Swasta:

j Jasa adalah kegiaun Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan -vang
menvebabkan bara-ns, fasilitas arau kemanfaatan lainnya yans dapat dinikmati
oleh orans pr ibadiataLr badan:
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k. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selan-iutn,va disingkat SPTRD
adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan
dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;

l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnva disingkat SKRD adalah
Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

m. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalrm
hal wajib Retribusitidak memenuhi SPTRD;

n. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat
dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terunekao dalam
pemeriksaan;

o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa
bunga dan i atau denda;

p. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota:

q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retr ibusi
Daerah yang terutang;

r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pem-
bayaran Retribusi karena jumlah krediLRetribusi lebih besar daripada Retri-
busi yang terutang dan atau tidak seharusnya terutang;

s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjut-
nya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tam-
bahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;

BAB II

NAIVIA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retr ibusi  Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retr ibusi
a.tasjasa penjualan hasil produksi usaha daerah.
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I 'asal 3

Ob,vek Retr ibusi  adalah hasi l  prc,duksi  rrsaha daerah ,u-ang mel iput i  :

a.  bibi t  tanalnan,
b. bibi t  ternak;

'  c.  benih ikan;
d. hasi l  produksi usana daerah lainnya.

Pasal 4

Subl,ek l{etribusi adalah orang pribadi atau Badan yang rnembeli hasil produksi

rusaha daerah.

Pasal 5

t{ctr . ibusi  Penjualan Produksi LJsaha Daerah terntasuk golongan Retr ibusi  Jasa

Usaha.

I}AB I I I

MASA ITETRIRUSI DAN SURAT
PE}{I}ERIT.\ I ITI.\N RETRIRUSI

Pasal 6

lv{asa Retr ibusi  adalah suatu iangka u'aktt t  tertentu yang merl lpakan batas

rvaktu bagi rr,ajib Retribusi untuk memanfiratkan jasa dan / ataLr perizinan ter-

tentu dari  Pemerintah Daeral t .

Pasal 7

( i )  Se t iap  Waj ib  Ret r ib t rs iWaj ib  r r reng is i  SPTRD'

( l )  SP-|RD sebagaimana dimaksLrd ayat (1) Pasal in i  di is i  dengan jelas, benar

cian lengkap serta di tanda tansani oleh Waj ib Retr ibLrsi  atau kuasanya.

'  (3) Bentuk, is i  dan tata cara peiteis iarr  SPTRD cl i tetapkan oleh Wal ikota.

83



BAB IV

SAAT RETRIBUS I I'E Ti.UTANG

Pasal 8

Saat Retribusi te.rtang adalarr pada saat diterbitkannya sKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT I'ENGG T]NAAN JASA, PRI]YSIP YANG
D IANTUT DALAII,f PENB TAPA N BE SAR N YA tT ETRIBUS I, BE SARN'YA

TAIUP, $AN WI LAyr!^ i{ p E MUft G U T'i\N RETRIBUSI

ISagian Pertarna

Cara Nlengukur ' f  ingkat penggurraan Jasa

P:rsal 9

Cara lv lengukur t ingkat pertggurrni in jasa cl ih i ' t r rrrq berdasarkan junr lah volunre
penjualan hasi l  prodr"rksi  i rsaha dacrah.

I iag ian Ket ! t ia

Prinsip Yang Dia' ' t  r )rrrarn penctapa' I rr :sarnya Retr ibusi

Pasal l0

Prinsip 1'ang dianut dalarn penetlrran besitrn-r'a retribusi didasarkan atas tujuan
untuk mendapatkan keuntungan ,vang la1,ak sebagai l lana keuntungan ),anspantas di ter ima oleh pengusaha sc-]enis vane beroperasi  secara ef is iensi  dan ber-
orientasi pada harga pasar.

l3agian Keriga

Besarnva' f  ar ip I{etr ibusi

Pas:r l  l1

( l )  Besarny'a Tarip Retr ibusi  Pen-iualan F{asi l  Procluksi  Usaha Daerah di tetap-
kan sebagaimana tersebut pacla la 'pira,  I ,  I I  c ian I I I  yang menjadi bagian
tak terpisahkan dengan peraturan Daerah ini .
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(2 )  Untuk  kepent ingan penYesua ian  ta r ip  re t r ibus i "  wa l iko ta  dengat i  mem-

beri tahukan kepada Dervan Peru,aki lan l lakyat Daerah dapat tnelakukan

perubahan tar ip sebagairnana diniaksud ayat (1) Pasal in i .  dalarn bentuk

Keputusan Walikota.

Bagian KeemPitt

Wilal 'ah Pemungutan i{ctr ibusi

Pasa l  12

Retr ibusi  Penjualan Hasi l  Produksi l jsaha Daeral t  dipungut di  Wilayah Daerah'

BAI] VI

TATA CARA PERI{ITLII\GAN DAI{ PI]I{ETAPA|{ RETRIBUSI

Pasa l  13

( l)  Berdasarkan sP'rRD sebagainratt i r  dimaksud dalarn ayat (1) Pasal 7 Per-

atural l  Daerah ini ,  Wal ikgta tr tet tetapkan Retr ibusi  terutang dengan me-

nerbi tkan SKRD.

(1) Dalarn hal SP'fRD t idak dipenuI i  oleh Waj ib t ietr ibusi  sebagaintana mest i-

n1'a. maka diterbitkan SKRII secara Jabatan'

(3) Bentuk dan is i  SKRD ditetapkarr oleh Wal ikota'

Pasal 14

Apabita berdasarkau lrasil penreriksaan diternukail data baru dan data yang se-

rnuia belum terungkap vang rnertyebabkan pennntfualtan jumlah retr ibusi  yang

Ierutang maka dikeluarkan SKRDKBT'

BAB VII

TATA CAIIA PEMUNGUTAN RT'I'IUBUSI DAN

SANKSI ADN{INISTRASI

Pasal 15

( 1) Penyetoran retribusi dilakukan di Kas Daerah aiau tempat lain yang ditunjuk

oleh walikota sesuai waktu 1,ang ditetapkarl cicrrgan menerbitkan sKRD'
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Apabila penyetoran retribusi dilakukan di tempat lain yang dirunjuk, hasil
penerimaan setoran retribusi harus disetor ke Kas Daerah oleh Pejabat yang
ditunjuk, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam atau dalarn
jangka rvaktu yang ditetapkan oleh Walikota.

Apabila penyetoran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan
sebagaimana dinraksud pada ayat (2) Pasal ini, maka dikenakan sanksi
adnrinistrasi berupa bunga sebesar 2Yo (dua persen ) sebulan dengan me-
nerbitkan STRD.

Pasal 16

Penyetoran retribusi harus dilakukan secara tunai.

Walikota dapat mernberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur
Retribusi Terutang daiam kurun rvaktu tertentu, setelah memenuhi persya-
ratan yang di tentrrkan"

Angsuran pen)'etoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal
ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-trrrut.

Walikota dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda
pc,.yetoran retribu;i :a;rpc; batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda penyetoran serta tata
cara pembavaran angsuran sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dan ayat
(4) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 11

Setiap penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalant Pasal l6 Per-
atLrran Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

Set iap penyetoran dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pen)-etoran
I{etr ibusi  setragaimana dimaksud pada ayat ( i )  dan a5,at (2) Pasal in i  di-
letapkan oleh Wal ikota.

/ i \

(4 )

1 5 )

( t )

(2)

(2)

(:r )

r 1 )
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BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

' (l) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saatjatuh

. tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah ranggal Surat Tesuran atau
Surat Perin gatan, Waj ib retribusi harus m e I unas i Retribus i yan g terutan g.

(3) Surat Teguran. Surat Peringatan sebagaimana dirnaksud pada a;. 'at  ( l )
Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan pena-qihan re-
tribusi sebagaimana dimaksud Pasal i8 a1'at (1) Peraturarr Daerah ini ditetap-

oleh Wal ikota.

BAB IX

. TATA CARA PENGLTRANGAN, KBRINGANAN DAN
PEMBEBASAN IIETRTBUSI

Pasal 2A

(1) Walikota berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan pe-
ngurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Tata cara pemberian penguran-san. keringanan dan pembebasan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada alat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

TATA CARA PEIVIBETULAN. PERUBAHAII, PE NG URANG AN,
KEBERATAN DAN PENGITAPLSAN ATAT] PENGURANGAN SANKSI

ADMINIST'R{SI DAN PE}IBA'TALAN

Pasa l  2 l

1 l )  \Va-i ib Retr ibusi  dapat menga,ruken perr lohonan :
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(2)

a. penbclulan SKRD atau STRD vanc dala; l l  pel lerbi tar l i lva terdapat ke-

salal tan tul is.  kesalairan hi t t rng dan atatt  kekel i ruan clalat t l  penerapan

peraturan perundans,-undangan retr ibusi  daerah:

b. pelgularrgan atau pertgf iapusan sanksi administrasi  berupa bunSa. dan

kenaikan retr ibusi  ) 'ang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan

karenir kekh i lafan rvaj i b retribus i arau bukan karena kesa laltannl'a:

c. peugLlfaltgan atau penbatalan ketetapan retribusi yallg tidak benar.

Permohonan pembetulan. penguranean ketetapart ,  pertghapusan atau pe-

luguranqan sanksi administrasi  dan penrbatalan sebagainral ta dir t taksud pada

ayat ( t)  Pasal in i  harLrs disampaikan secara tertul is oleh rvaj ib retr ibusi  ke-

pada rval ikota selarnbat- larnbatnya 30 (t iga pulrr l r  )  l rar i  sejak tanggal di-

ier ima SKRD, STRD dengan memberikan alasan ) 'ang jelas dan mevakin-

kan untLtk rnendukung permohonannta.

Penga-iuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I lasal in i-  t idak

dapat ut e tt utida kervaj i ban mem ba)'ar retribus i'

Wal i l<ota pal ing lama 3 (  t iga )  bulan sejak Surat Penttohonatt  sebaoait i tana

dirnaksLrd pada ay'at (2) Pasal in i  di ter ima. sudah lrarus mett tbcr i l ian keputus-

d t  l .

Apabi la setelah lewat rvaktu 3 (  t iga) bulan sebagaitnatta dirnaksud pada

a),at (4) PasaI ini .  Wal ikota t idak rnernberikan keputusan, permohonan

penrbetulan. pengurangan ketetapan, penghapusall ataLl pengurallgau sartksi

adnri t t istrasi ,  dan pembatalan dianggap dikabulkan-

BAB XI

T'ATA CARA PEI{GHITUNGAN PENG EN{B ALIAN

KELEB IIIAN PEMBAYARAN RtrTRIBU S i

Pasal 22

Untuk perrglritungan pengembalian kelebihan penrbal'aran Retribusi' hartts

rnengajukan permoltonan secara tertulis kepada Walikota'

Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud a,vat ( I ) Pasal ini. kelebihan

pembayaran Retribusi dapat lalgsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan

utang Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota'

(3 )

(4)

(5 )

( r )

(2 )
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(3) ' \ tas permohonan sebagaimana cr irnaksud ayat (  l )  pasal in i .  waj ib Retr ibusi
'ang berhak atas kelebihan penrbayaran tersebut clapat diperhirungkan
dengan retribusi berikr.rtnya.

( 1 )

pentba;*aran.

i l )  Pengembal ia r r
in i .  d i lakukan
I letr ibusi .

Pasa l  23

Terhadap kelebihan pembayaran Rerr ib 's i  1,ang masih tersisa setelah di-
lakukan perh i tungan sebaga inrana c l imaksLrd  pac la  pasa l  22  pera turan
I)aerah ini ,  di terbi tkan SKRDLB pal ing lanbat i  (  saru )  bulan sejak di_
ter imanva permohonan pengembaIian keIe bihan pembayaran Retr ibusi .
Ke leb ihan penrbayaran Ret r ibus i  sebaga inrana d imaksud pac la  aya t  ( r )
Pasal in i ,  dikembal ikan kepada wi l ib Retr ibusi  pal ing lambat i  1 , tuu )  bulan
sejak diterbitkan SKRDLB.

/ ' ) \

( t )

Pa-sal 21

Atas perhi tunean sebagaimana dintaksLrd clalanr
ini ,  di terbi tkan bukt i  peminclah bukuarr 1,ang

Pasal 23 Peratrrran Daeralr
berlaku j i rga sebagai bukt i

sebagaimana dinraksLrcl  c ialanr pasal 22 peraturan Daerah
dengan nrenerb i tkan  Sura t  per in tah  membayar  ke leb ihan

( l )

B.\I} XTI

KETENTTIAN PIDANA

Pasa l  25

waj ib Retr ibusi  yang t idak mela!:sanaka' keu,aj ibannya sehinega merugi-
kan keuangan daerah diancam pidana Ku*rnsan pal ing lama 6 (  enam )
bulan atau denda sebany'ak-banraknva l tp.  5.000.000.- (  l i rna j i r ta rupiah ).
Tindak Pidana seba,qaimana dirnaksLrrr  pada avar ( l )  pasal in i  adalah pe_
lansgaran.

i l )
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BAB XII I

P E N Y I D I K A i \ i

Pasai 26

(1) Pejabat Pegarvai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah

ci iber i  wewenang khusrrs sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan

t indak pidana dibidang Retr ibusi  Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal in i  adalah :

a. Menerima, mencari ,  menguntpulkan dan menel i t i  keterangan atau la-

poran berkenaan dengan tirrdak pidana dibidang Retribusi l)aerah.

b. Menel i t i ,  ntencari  dan mengunipulkan keterangan mengenai orang pr i-

badj atau badan tentaug kebenaran perbuatan.vang dilakukan sehubung-

an densan t indak pidatra Retr ibusi  Daeral i  tersebut.

c.  Menerima keterangan dan bahan Bukt i  dar i  orangpribadi atau badan se-

hubungan dengan t inclak pidana dibidang Retr ibusi  Daerah;

d. Memeriksa buku-bukri ,  Catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain ber-

kenaan den,Ean t indak pidana dibidang Retr ibusi  Daerah;

e. lvlelakLrkan penggeleclahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan.

pencatatat l ,  dan dokunten-dokumen. serta melakukan peny i taan terhaciap

bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantLran tensga ahli clalarn rangka pelaksanaan tugas peny'idik-

an t indak pidana dibidang Retr ibusi  Daerah:

g. lv lenyuruh berhent i .  nlelarang, seseorang meninggalkan rual lgan atal l

tempat pada saat penrer iksaan seclang berlangsung dan memeriksa iden-

titas orang dan atatt clol:trmen 1,ang dibawa sebagaimana dirnaksud huruf
P '
v ,

h. Memotret seseorang ) ' l r tg berkaitan dengan t indak pidana Retr ibusi

Daerah:

i .  Nlemanggi l  orang untuk didengar keterangannya clan diperiksa sebagai

tersangka atar"r saksi;

j  Menghent ikanPenYicl ikan.

k. Melanjutkan t indakan lain vans perlu untuk kelancaran penyidikan t in-

dak pidana dibidang l{etr ibusi  Daerah menurut l tukpm 1'ang dapat di-

pertanggungjawabkan.
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (i) Pasal ini" memberitahukan
dimulainya penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

BAB XIV

I(ETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetaokan oleh Walikota.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surakarta Nomor I Tahun i983 tentang Peni,elenggaraan
Benih ikan dan Ikan Konsumsi di Balai Benih Ikan Balekambang drlyatakan
t idak  ber laku .

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

.\gar supaya setiap orang dapat rnengetahuinya, memerintahkan oengundangan
Peraturan Daerah ini dengan pelienrpatan dalam Lembaran Daerah Kota Sura-
kana.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 8 Agustus 200tr'

Diundangkan dalam Lembaran Daerah K-ota WAI-IKOTA SURAKAR.-i.{
Surakar ta  Nomor  1 l  Tangga l  l6  Agus tus
. lahun 

2000 Seri  B No. 1.

sEKRETARIs DAERAH KorA suRAK-\RTA cap' Ttd'

Ttd. sLAllET SLRYANTL)

Drs. SOEPARi\1A1,{ R.

Pembina Utama VI r rda
NIP :  500 040 992

o r



LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Kota Surakarra

Nomor : 4
Tahun : 2000

DAFTAR TARIP RETRIBUSI PENJUALAN
BENIH IKAN DAN IKAN KONSUMSI

iiARCA BfNlH IKAN PER 1000 EKOR ( Rp. )

UKURT{N
IKAN
I.] CM

UKURAN
IKAN

5.7 CM

UKURAN
IK1,1\

7.9 CM

40.000 | 60.000

20.000 | 40.000

i0.000 |  50.000

_.10 000 I s0.000

.+0 000 I 10.c00

i00.000

400 0c0

100.000

150 .000

800 000 | l:00.000

KARPER

TAWES

NII,A. M

NILA. F{

GUR{\,1i

LELE

KOKI

KOlvlET

MOLY
BIAS;\

lv{OLY
tsALON

KOt

30.000

10 .000

20.000

20.000

?5.000

200.000

3 00.000

75.000

1 00 000

550.000

70.000

50.000

60.000

50 000

IIARGA IKAN

IKAN
KONSUMSI

Per KC

6.7 s0

4.7 50

5 .754

5. , i00

12 .000

1.700

- l
80.00r,;

WALIKOTA SURAKARTA

Cap. Ttd.

SLAMET SURYA}ITO

; ^
v l



LAMPIRAN ll : Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor : 4
Tahun : 2000

DAFTAR TARIP RETRIBUSI PENJUALAN TERNAK
DAN PUPUK ORGANIK

NO. JENIS PI.INGUTAN VOLUME TARIF

i .

1

2.

Ayam Kampung:

a. Umur i hari- l minggu

b. Umur 2 bulan

c. Umur 6 bulan jantan

d. Ijmur 6 bulan bettna

e. Umur l tahun jantan

f. Umur I tahun betina

g. Telur

' 
Penggemukan Sapi Potong

Pupuk Organik

per ekor
per ekor
per ekor
per ekor
per ekor
per ekor
per butir

per kg
berat hidup

kg

Rp. 1.000,-
Rp. 3.000,-
Rp 12.500,-
Rp. 10.000,-
Rp. 20.000,-
Rp. i  7.500,-
Rp. 500,-

Rp. 9.500,-

Rp 200,-

WALIKOTA SURAKARTA

Cap. Ttd.

SLAMET SURYANTO
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JENIS PRODUKSI SATUAN
PRODUKSI

MANGGA
a. Okulasi kranjangan
b. Okulasi cabutan
c. Zailingkranjangan
d. Zailingcabutan

JAMBU
a. Okulasi kranjangan
b" Okulasi cabutan
c. Zailingkranjangan
d. Zailing caburan

KEDONDONG
a. Okuiasi kranjangan
b. Zailingkranjangan

BELIMBING
a. Okulasi kranjangan
b. Okulasi cabutan
c. Zailngkranjangan
d. Zail ing caburan

PEPAYA
a. Zailingkranjangan
b. Zailingcaburan

MLINJO
a. Cangkok kranjangan
b. Zailingcabutan
c. Zailingkranjangan

batang
batang
batang
batang

batang
batang
batang
batang

batang
batang

batang
batang
batang
batang

batang
batang

batang
batang
batang

DAT'TAR TARIP RETRIBUSI PENJUALAN BIBIT HORTIKI]LTURA

WALIKOTA SURAKARTA

LAMPIRAN III : peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor : 4
Tahun : 2000

HARGA SATUAN

Rp. 2.000,-
Rp. 1.750,-
Rp. 550,-
Rp. 300,-

Rp. 1.250,-
Rp. i .000,-
Rp. 500,-
Rp. 250,-

Rp. 1.300.-
Rp. 750,-

Rp 1.500,-
Rp. 1.2s0,-
Rp. 500,-
Rp 250,-

Rp. 300,-
Rp. 100,-

Rp. 2.000,-
Rp. 500,-
Rp. 750,-

cap. Ttd.

94
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P E N J B L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SI'RAKARTA

NOMOR 4 TAHT]N 2OOO

TENTANG

RBTRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai tindak lanjut diundangkannya Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seiuruh
ketentuan yang mengaturtentang Pajak dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan
dengan Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor l0 Tahun l9g7 tentang
Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Penjuaian Produksi Usaha Daerah
ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Perafuran Daerah Kotamadya
Daerah'fingkat II surakarta Nomor 1 Tahun 1983 tentang penverenggaraan
Benih Ikan dan lkan Konsumsi Di Balai Benih Ikan Balekambang, dan
perlu ditinjau dan diatur kembaliuntuk disesuaikan dengan Undane-Undans
Nomor 18 Tahun 1997.

IL PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d Pasal29 : Cukup jelas.
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